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PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalzh nasional yang diangap sebagai
kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan
tindakan peoyelewengan lerhadap nomma atau kaidah hukwn yang berlaku dan norma
sosial Jainnya. Ounzana sefama kurang lebih tiga dasawarsa kerupsi merupakan akibat
yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah ko:upsi adalah masalah yang banyak
sangkul pautnya dan (iduk tenlu yung pangkainya.

Indonesia seadiripun tidak terlepas dan wabah korupsi. Sampai sekarang
Indonesia helum bisa lepas dani wabah korupsi ini, walaupuo telah banyak peraturan
dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat
kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dibuat
yaitu Undang-undang No. 74 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 79 Tahun 1957
tentang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti lagi Pengusutan. Peauntuten, dan
Pemenrksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudiau diganti lagi dengan Undang-undang
No. 3 Tahun 197} ientang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua Undang-
undang ini tampaknya kuraog efektif untuk menjerat pera koruptor sehinggs
dikcluarkan lagi undang-undang yang baru untuk mengatasi kekurang-efektifan
undang-uadang yang lama yaitn Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan bisa menjadi alat yang ampuh

uptuk memberantas korupsi ini. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam
tubuh negara kareoa akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajupya roda
pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka
perlu diberantas dengan tuntas.

Sehubungan dengan itulah akhir-akhir ini tema menantang kejahatan koupsi
timbul dari pemerintah. bahkan sudah merupakan kampanye ndari pemerintah sests
didukung oleh semangat rakyat untuk memberantasnya. Pembicacaan terhadap
kejatmtan korupsi dibahas di becbagai media massa baik melalui media penerangan,
surat kabas, majalah dan tercantum sebapai suatu pembicaraan di berbagai tcmpat
diskusi.

Pembabasan yang akan dilakukan adalah sekitar pertanggungjawaban pidana
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeit sipil dimana bentuk
penyalahgunaan wewenang terscbut adaiah melakukan lindak pidana korupsi. Pegawai
Negerni Sipil (PNS) adalah pondasi dalam pembangunan di Indonesia. jronis, menurut
Menteri Dalam Negeti Gamawan Fauzi, hampir 1.000 pepawai nepge:i sipil tezlibat

kasus tindak pidana korupsi.'

'Merdelm Com, “Mendagsi- Hampir 1.000 PNS Konps™,
hatp-/rwww. merdeka com/peristiwa/mendagri-hampir- | 000-pns-korupsi html, Uakses danggal 5 danmri
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